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ABSTRAKSI 

Ronaldo Krisman Purba, 531611306273 K, 2020, ”Optimalisasi Pembuatan 

Permit Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 Oleh 

PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya”. Skripsi program Studi 

Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diploma IV, Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing I : Sri Suyanti, SS, M.Si  

Pembimbing II : Capt.Ali Imran Ritonga, MM, M.Mar 

Dahsuskim merupakan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus 

Keimigrasian yang diperuntukan khusus untuk tenaga kerja asing yang bekerja di 

atas kapal atau alat apung di wilayah perairan Indonesia.proses pengurusan yang 

lama menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi tenaga kerja asing dan 

perusahaan.Dalam melakukan pelayanannya seorang staf operasional tidak luput 

dari suatu kendala yang dapat menghambat jalannya aktifitas pekerjaan. Staf 

operasional PT. Buana Lintas Lautan Tbk cabang Surabaya telah melakukan upaya-

upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara teknik wawancara, teknik 

observasi, teknik dokumentasi, dan teknik pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peranan staf operasioal, kendala yang dihadapi, dan upaya yang 

dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui: (1) Apa yang menyebabkan 

lamanya proses pengurusan permit tenaga kerja asing di Indonesia oleh kantor 

imigrasi Kelas II Tpi Singaraja adalah banyaknya langkah-langkah atau proses 

pengurusan Dahsuskim secara prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku sudah 

memakan waktu yang lama; (2) Tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia 

harus menunggu dan menunda kerja setelah kedatangan di bandara Ngurahrai 

dengan waktu yang cukup lama dikarenakan menunggu proses pengurusan 

Dahsuskim atau ijin bekerja dengan waktu yang lama. Menyebabkan kerugian bagi 

tenaga kerja asing dan perusahaan;(3) upaya yang dilakukan oleh PT. Buana Lintas 

Lautan Tbk untuk mengatasi faktor yang menyebabkan lamanya proses pengurusan 

permit tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi Kelas II Tpi Singaraja dengan cara 

meminta salinan passport sebelum kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia agar 

pihak keagenan bisa mengurus perijinan terlebih dahulu sebelum tenaga kerja asing 

itu datang ke Indonesia. 

 

Kata kunci : Dahsuskim, Optimalisasi Pengurusan, Tenaga Kerja Asing. 
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ABSTRACT 

Ronaldo Krisman Purba, 531611306273 K, 2020, "Optimizing the Making of 

Dahsuskim Permit Against Foreign Workers on Telford 25 Ship by PT. 

Buana Lintas Lautan Tbk Surabaya Branch". Thesis Study of Sea 

Transportation and Port Management Study Program, Diploma IV, 

Semarang Shipping Polytechnic. Supervisor I: Sri Suyanti, SS, M.Si 

Supervisor II: Capt.Ali Imran Ritonga, MM, M.Mar 

Dahsuskim is a Limited Stay Permit for Special Facilities for Immigration, 

which is specifically intended for foreign workers who work on ships or floating 

equipment in Indonesian waters. The long processing process has no significant 

impact on foreign workers and companies. In carrying out its services, an 

operational staff not escape from an obstacle that can hamper the course of work 

activities. PT operational staff. Buana Lintas Lautan Tbk Surabaya branch has made 

efforts to overcome these obstacles. 

The method used by researchers is descriptive qualitative. Data collection 

methods used are interviews, observation techniques, documentation techniques, 

and library techniques. This study aims to determine the role of operational staff, 

the constraints faced, and the efforts made. 

This study aims to find out: (1) What causes the length of the process of 

obtaining a permit for foreign workers in Indonesia by the Class II Immigration 

Office of Singaraja is the number of steps or the process of administering 

Dahsuskim in accordance with the procedures and provisions that have taken a long 

time; (2) Foreign workers who will work in Indonesia must wait and postpone work 

after arrival at Ngurahrai airport for a long time due to waiting for the Dahsuskim 

process or permission to work for a long time. Causing losses for foreign workers 

and companies, (3) efforts made by PT. Buana Lintas Lautan Tbk to overcome the 

factors that cause the length of the process of obtaining foreign labor permits by the 

immigration office of Class II Tpi Singaraja by requesting a copy of the passport 

before the arrival of foreign workers in Indonesia so that the agency can take care 

of the permit before the foreign labor comes to Indonesia. 

 

 

Keywords: Dahsuskim, Management Optimalitaion, Foreign Workers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pertumbuan ekonomi merupakan salah satu aspek yang 

dipertimbangkan dalam suatu negara. Untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang baik maka diperlukan upaya untuk meningkatkan 

pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perluasaan usaha maupun 

lapangan kerja di negara Indonesia. Pemerintah memberikan kesempatan bagi 

negara asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia, baik melalui 

Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing secara 

utuh. Dengan adanya penanaman modal asing maka memungkinkan 

dibutuhkannya Tenaga Kerja Asing baik di darat maupun di wilayah perairan 

Indonesia. Beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di 

Indonesia harus membutuhkan Tenaga Kerja Asing untuk menduduki suatu 

jabatan atau posisi tertentu. Untuk menerima Tenaga Kerja Asing, Indonesia 

memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti perijinan 

dan kualifikasi diri dari setiap tenaga kerja tersebut. Tenaga Kerja Asing 

harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang 

tertulis dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. Jika Tenaga Kerja 

Asing telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari lembaga 

berwenang maka kemudian akan dilanjutkan dengan proses kedatangan . 

Kedatangan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia harus melalui proses 

imigrasi yang ketat dan memakan waktu cukup lama. Persebaran  Tenaga 
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Kerja Asing juga tidak hanya di daratan Indonesia namun sampai ke perairan 

Indonesia. Untuk itulah pemberian ijin tinggal terbatas orang asing di perairan 

perlu diteliti dan dikaji secara mendalam, mengingat selama ini sistem 

perijinan yang cukup memakan waktu dan sulit mengakibatkan terhambatnya 

pelaksaan pekerjaann oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Tidak sedikit 

perusahaan yang mendapat complaint terutama perusahaan keagenan yang 

mengurus perijinan ke Imigrasi atau biasa di sebut Dahsuskim (Kemudahan 

Khusus Keimigrasian). Penelitian ini dimaksudkan agar setiap orang maupun 

perusahaan dapat memahami bagaimana prosedur pengurusan ijin tinggal 

orang asing yang bekerja di Indonesia agar dimudahkan lagi untuk 

pengurusan. Maka dengan pengetahun dan pengalaman selama peneliti 

melaksanakan Praktik Kerja di PT. Buana Lintas Lautan Tbk. cabang 

Surabaya maka peneliti mengambil judul “Optimalisasi Pembuatan Permit 

Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 Oleh  PT. 

Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya” Lambatnya pembuatan permit 

Dahsuskim ini pernah terjadi di sekitar bulan Desember 2018. Ketika itu, ada 

beberapa TKA yang sudah berada di Indonesia namun terlambat bekerja , 

karena keputusan dari kantor imigrasi lama turun.  Padahal oang asing yang 

akan bekerja di pengeboran hanya di kontrak selama dua minggu sehingga 

mereka tidak dapat bekerja karena ijin Dahsuskim belum terbit, dan pada 

akhirnya perusahaan menanggung kerugian karena harus menambah waktu 

kontrak pekerja asing. 
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Besar harapan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan, perpu atau peraturan-

peraturan perundangan-undangan terkait ijin tinggal terbatas orang asing di 

perairan maupun lembaga yang mengatur standar Tenaga Kerja Asing di  

Indonesia. 

1.2 Cakupan Masalah Penelitian 

Cakupan masalah sama halnya seperti pembatasan masalah dimana 

merupakan suatu ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji melalui 

penelitian dengan mempertimbangkan kekhasan, kelayakan, dan keluasan 

masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini, pengkajian masalah yang akan 

dibahas mencakup tentang Proses pengoptimalan pengurusan Permit 

dahsuskim Terhadap tenaga kerja asing di kapal Telford 25 di kantor imigrasi 

tpi kelas II Singaraja   di cakupan masalah dibuat untuk memudahkan penulis 

dalam melaksanankan penelitian untuk mengumpulkan data informasi yang 

sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman penulis. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Permasalahan yang diambil dalam skripsi ini di dasari oleh pengamatan 

dan fakta yang terjadi pada saat penulis menjalani proyek laut sebagai agen di 

sebuah perusahaan pelayaran, hal ini sangat erat kaitannya dengan perijinan 

atau pengurusan ijin Imigrasi (Dahsuskim) untuk tenaga kerja asing, maka 

dapatlah di susun beberapa perumusan masalah sebagai berikut : 

1.3.1 Apa yang menyebabkan lamanya proses pengurusan permit tenaga 

kerja asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja? 
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1.3.2 Bagaimana dampaknya bagi tenaga kerja asing akibat lambatnya 

pengurusan permit di Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja? 

1.3.3 Bagaiman upaya yang di lakukan oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk 

agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan permit di Kantor 

Imigrasi kelas II Tpi Singaraja? 

1.4    Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Mengetahui apa yang menyebabkan lamanya proses pengurusan 

permit Dahsuskim di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Tpi 

Singaraja. 

1.4.2 Mengetahui dampak bagi tenaga kerja asing akibat  lambatnya 

pengurusan permit Dahsuskim di Kantor Imigrasi kelas II Tpi 

Singaraja. 

1.4.3 Mengetahui upaya apa yang dilakukan PT.Buana Lintas Lautan Tbk. 

agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan permit di kantor 

Imigrasi kelas II Tpi Singaraja.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Pada penelitian ini akan dipaparkan beberapa manfaat dari penelitian 

diatas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.5.1    Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber referensi bagi 

pemerintah, instansi dan petugas yang berwenang dalam mengambil 

keputusan terkait dengan pemberian ijin tinggal terbatas perairan bagi 

orang asing. 
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1.5.2   Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan PT.Buana Lintas Lautan Cabang Surabaya 

dalam membuat peraturan perijinan yang lebih baik lagi agar dapat 

menguntungkan perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam 

pengurusan permit terhadap orang asing yang bekerja di Indonesia.  

1.6 Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang 

diambil oleh penulis tidak pernah ditulis atau dibuat oleh orang lain secara 

tertulis. Dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya skripsi sebisa mungkin 

harus dapat memperlihatkan orisinalitasnya. Tujuan penulis melakukan 

orisinalitas adalah untuk menghindari adanya persamaan dari hasil yang akan 

diteliti. Dengan adanya orisinalitas penelitian ini diharapkan supaya hal-hal 

yang menjadikan plagiat dalam sebuah skripsi dpat dihindari, meskipun hasil 

penelitian mirip dan memiliki persamaan dengan penelitian lain, namun masih 

terdapat perbedaan di dalamnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

Sebagai pendukung pembahasan skripsi mengenai optimalisasi 

pembuatan permit dahsuskim terhadap tenaga kerja asing di kapal telford 25 

oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya , maka perlu diketahui dan 

dijelaskan beberapa teori penunjang yang diambil oleh penulis dari beberapa 

sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat 

lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

2.1.1 Pengertian Optimalisasi 

Menurut Sutomo dan Tangkau (2014) optimalisasi adalah ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. 

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian 

tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila 

dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan 

organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara 

efektif dan efisien agar optimal. 

2.1.2  Dahsuskim 

2.1.2.1  Definisi 

Dahsuskim adalah singkatan dari Kemudahan Khusus 

Keimigrasian yang menangani sektor perizinan tenaga kerja 
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asing dibidang kelautan. Bagi perusahaan yang akan 

mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, 

nahkoda dan awak kapal/alat apung yang beroperasi di seluruh 

wilayah perairan indonesia, laut teritorial, atau instalasi landas 

kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif wajib mengurus 

persyaratan permohonan itas perairan dahsuskim. 

2.1.2.2  Dasar Hukum 

Untuk memahami secara menyeluruh mengenai izin 

bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, 

tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk 

memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-

peraturan tersebut adalah sebagai berikut:  

2.1.2.2.1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) 

2.1.2.2.2 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018) 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (“Permenaker 10/2018”)  

2.1.2.2.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No. 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu 

yang dilarang diduduki tenaga kerja asing 

(“Kepmenakertrans 40/2012”)  
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2.1.2.2.4 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU 

Keimigrasian”)  

2.1.2.2.5 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)  

2.1.2.2.6 Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin 

Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)  

2.1.2.2.7 Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 

2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

(“Permenkumham 17/2016”)  

2.1.2.2.8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (“PP 24/2018”) 

2.1.2.3 Ketentuan Pemegang Dahsuskim 

Ketentuan ijin pemegang kemudahan khusus keimigrasian: 

2.1.2.3.1 Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) 

diberikan untuk lebih mendayagunakan pembangunan 

nasional di sektor kelautan; 

2.1.2.3.2 Dahsuskim dikeluarkan  dengan  Keputusan  Direktur 

Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor, 

yang akan mempekerjakan orang asing sebagai tenaga 

ahli, nakhoda  dan  awak kapal atau alat apung yang 

beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial  

,instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif. 
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2.1.2.3.3 Nakhoda, awak kapal dan tenaga ahli warga negara 

asing yang bekerja di kapal atau alat apung 

dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, jika masuk 

ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal atau 

alat apung sekaligus diberiakn Izin Tinggal 

Dahsuskim; 

2.1.2.3.4 Dalam hal Nakhoda, awak kapal dan tenaga ahli asing 

tersebut memasuki ke wilayah Indonesia tidak 

menggunakan kapal atau alat apungnya, wajib 

memiliki Visa Kunjungan; 

2.1.2.3.5 Orang-orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal 

Terbatas Dahsuskim, dalam hal keluar masuk wilayah 

Indonesia tidak dengan kapal atau alat apungnya 

diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali; 

2.1.2.3.6 Jangka waktu Izin Masuk kembali sesuai dengan 

jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dan 

dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan; 

2.1.2.3.7 Pelaksanaan Dahsuskim oleh Kepala Kantor Imigrasi 

yang wilayah kerjanya meliputi wilalyah laut yang 

ditetapkan instansi terkait; 

2.1.2.3.8 Pemberian Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim 

sekaligus dengan pendaftaran orang asing dengan 

pembebasan dari keharusan pengambilan sidik jari. 
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2.1.2.4  Masa Berlaku 

 Izin tinggal terbatas berlaku 2 (dua ) tahun dengan ketentuan 

2.1.2.4.1 Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) 

tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di 

Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. 

2.1.2.4.2 Izin Tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan 

singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. 

2.1.2.4.3 Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud point 

3, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di 

Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus 

delapan puluh) hari. 

2.1.2.4.4 Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal 

terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari. 

2.1.2.4.5 Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal 

terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang. 

2.1.2.5  Persyaratan  

Persyaratan permohonan izin tinggal perairan dahsuskim 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk pengguna baru, untuk 

perpanjangan, dan untuk perubahan dahsuskim 

2.1.2.5.1 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan 

dahsuskim untuk pemohon baru yaitu sebagi berikut: 
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1. Surat permohonan dari perusahaan dimana tenaga 

kerja asing tersebut berkerja. 

2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai 

beserta crew list yang dimohonkan 

3. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang 

terkait antara lain : 

a. Keputusan Dirjen Perhubungan laut 

b. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap 

c. Keputusan Menteri 

4. Rencana Pola Trayek Crew List (WNA dan WNI) 

dari kapal yang disahkan oleh instansi pemerintah 

(Hubla, syahbandar atau instansi pemerintah 

terkait dari port asal) di fotocopy rangkap 2 

5. Crew List Orang Asing yang akan di ajukan oleh 

perusahaan di fotocopy rangkap 2 

6. Foto copy pasport dari awak kapal yang diajukan 

dan halaman visa 

2.1.2.5.2 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan 

dahsuskim untuk perpanjangan yaitu sebagai berikut: 

1. Surat permohonan dari perusahaan 

2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai 

beserta crew list yang dimohonkan 



12 
 

23 

3. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang 

terkait antara lain : 

Keputusan Dirjen Perhubungan laut 

a. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap 

b. Keputusan Mentri 

c. Rencana Pola Trayek 

4. Crew List (WNA dan WNI) dari kapal yang di 

sahkan oleh instansi pemerintah (Hubla, 

syahbandar atau instansi pemerintah terkait dari 

port asal) difoto copy rangkap 2 

5. Crew List Orang Asing yang akan diajukan oleh 

perusahaan di foto copy rangkap 2 

6. Foto copy pasport dari awak kapal yang diajukan 

7. Foto copy SK Sebelumnya 

8. Foto copy peneraan dahsuskim di kantor imigrasi 

2.1.2.5.3 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan 

dahsuskim untuk perubahan yaitu sebagai berikut: 

1. Surat permohonan dari perusahaan 

2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai 

beserta crew list yang dimohonkan 

3. Surat Keputusan Dirjen Sebelumnya 

4. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang 

terkait antara lain: 
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a. Keputusan Dirjen Perhubungan laut 

b. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap 

c. Keputusan Menteri 

d. Rencana Pola Trayek kapal yang berlaku atau 

tidak mati. 

5. Crew List (WNA dan WNI) dari kapal yang 

disahkan oleh instansi pemerintah (Hubla, 

syahbandar atau instansi pemerintah terkait dari 

port asal) difoto copy rangkap 2 

6. Crew List Orang Asing yang akan diajukan (Sign 

In dan Sign Off) oleh perusahaan difoto copy 

rangkap 2 

7. Foto copy SK Sebelumnya 

8. Foto copy Peneraan Dahsuskim di Kantor 

Imigrasi 

2.1.2.6  Jangka Waktu Pengurusan Dahsuskim 

Menyimak Perdirjen Imigrasi No F-658.IZ.01.10 

TAHUN 2003, tidak ada satu pasalpun yang menyebut berapa 

lama jangka waktu pengurusan Dahsuskim. Sementara itu, dari 

sumber lain (www.hukumonline.com)  memang dikatakan 

permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanda masuk diberikan. Jika melewati jangka 
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waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan. 

2.1.2.7  Data Stempel Bukti Pengurusan  

Bukti pengurusan atau sebagai tanda telah mendapatkan 

ijin adalah stempel pada passport dari kantor Imigrasi daerah 

maupun pusat,berikut adalah beberapa contoh stempel pada 

keterangannya: 

2.1.2.7.1 Arival kedatangan adalah visa on arrival visa ini hanya 

berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat 

diperpanjang atau dirubah dengan visa lain. tanda 

bahwa tenaga kerja asing telah tiba di bandara 

Indonesia dengan begitu tenaga kerja asing tersbut di 

stamp di pasor . Berikut adalah stempel Arrival: 

 

Gambar 2.1 Stempel Arrival  

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan  (2019) 
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2.1.2.7.2 Sign on passport adalah tanda sah yang dapat 

digunakan agar tenaga kerja asing bisa memulai 

bekerja di wilayah Indonesia Sign on ini dikeluarkan 

oleh kantor keimigrasian setempat. Berikut adalah 

contoh gambar dari sign on passport: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Stempel Sing On 

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan  (2019) 

 

2.1.2.7.3 Sign Off Passport adalah tanda sah yang menyatakan 

bahwa tenaga kerja asing telah selesai bekerja di 

wilayah teritorial Indonesia. Berikut ini adalah gambar 

dari sing off  passport: 

 
Gambar 2.3 Stempel Sing Off  

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan  (2019) 
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2.1.2.7.4 MERP dan ERP 

   MERP (multiple exit Re-permit) dan ERP (exit 

Re-entry  permit) merupakan izin keluar masuk yang 

dikeluarkan oleh imigrasi setempat bagi para tenaga 

kerja asing yang memegang KITAS (Kartu Ijin Tinggal 

Terbatas). Izin ini dibuat dalam bentuk cap imigrasi di 

dalam paspor dan pada Buku Pengawasan Orang Asing 

(Buku Biru). MERP merupakan izin perjalanan 1 kali 

dan hanya berlaku 6 bulan atau 1 tahun dari waktu yang 

sudah di tetapkan sedangkan ERP merupakan izin 

perjalanan 1 kali dan hanya berlaku 3 bulan dari waktu 

yang sudah di tetapkan. harus kembali ke Indonesia 

sebelum masa berlakunya habis disarankan beberapa 

hari sebelum masa berlaku habis sudah kembali ke 

Indonesia untuk menghindari masalah keimigrasian. 

Berikut ini adalah gambar dari MERP : 

 
    Gambar 2.4 stempel MERP 

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan  (2019) 
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2.1.2.7.5 EPO (Exit Permit Only) adalah ijin keluar dari negara 

Indonesia dan tidak kembali lagi. EPO ini diberikan 

bagi tenaga kerja asing yang keluar dari negara 

Indonesia dan kembali ke negara asalnya. 

              
Gambar 2.5 Stempel EPO 

Sumber : Dokumen PT. Buana Lintas Lautan (2019) 

 

2.1.3 Tenaga Kerja Asing 

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala 

segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah 

dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-

bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Menurut Abdul Khakim 

(2009 ;27) Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara 

di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan 
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tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat 

dihindarkan. Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:  

2.1.3.1 Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional 

pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh 

TKI.  

2.1.3.2 Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan 

mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu 

pengetahuan, terutama di bidang industri.  

2.1.3.3  Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI. 

2.1.3.4 Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal 

pembangunan di Indonesia.  

Tujuan lainnya dalam penggunaan tenaga kerja asing tersebut 

adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan 

professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh 

tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses 

pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing 

terhadap kehadiran TKA. 

Sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada 

kenyataannya perusahaanperusahaan yang ada di Indonesia baik itu 

perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib 

menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.Syarat 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tenaga kerja merupakan semua 
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orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk 

bekerja. 

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

tenaga kerja asing yakni: 

2.1.3.5 Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang 

akan diduduki oleh TKA.  

2.1.3.6 Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman 

kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling 

kurang 5 (lima) tahun.  

2.1.3.7 Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya 

kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.  

2.1.3.8 Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 

(enam) bulan.  

2.1.3.9 Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan 

hukum Indonesia.  

2.1.3.10 Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang 

bekerja lebih dari waktu 6 (enam) bulan. Persyaratan tenaga 

kerja asing pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tidak 

berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan 

Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, 

anggota Pengawas. 
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      2.1.4 Kapal Telford 25 (Accommodation Work Barge) 

Kapal Telford 25 merukapan kapal jenis AWB atau yang 

disingkat dengan Accommodation Work Barge kapal jenis AWB ini 

bias diartikan sebgai kapal ini tidak memiliki alat penggerak sendiri 

yang pada prinsipnya dipakai sebagai tempat akomodasi para pekerja 

dan engineer yang bekerja di pengeboran lepas pantai (offshore). 

Kapal  digunakan di pengeboran minyak lepas pantai atau perusahaan 

kemaritiman lainnya. Kapal ini dilengkapi fasilitas crane besar untuk 

mobilitas kerja selain itu kapal ini berfungsi sebagai sarana untuk 

mengakomodir keperluan alat berat dari darat ke platform. Kapal 

AWB ini dibuat agar dapat menampung lebih dari 36 orang dan sudah 

termasuk ABK. Kapal AWB ini dapat mengakomodasi bagi karyawan 

perusahaan saat kapal telah ditambatkan, oleh karena itu kapal ini 

cenderung diam dan baru dapat dipindahkan dengan bantuan Tugboat. 

 

Gambar 2.6 Kapal Telford 25 

Sumber : vesselfinder.com/vessels/TELFORD-25 
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2.2 Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai 

landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain 

untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk 

mengkaji permasalahan, tentang hal ini S.Soerya Sumantri mengatakan: 

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan 

pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar 

kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.  

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 

beberapa teori yang dipergunakan sebagai acuan terhadap observasi 

permasalahan yang ada dalam penelitian tentang optimalisasi pembuatan 

permit dahsuskim terhadap tenaga kerja asing di kapal telford 25 oleh 

PT.Buana Lintas Lautan . Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia 

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan 

besar. Kondisi kerja yang baik, upah yang layak serta penguruzan izin 

bagi tenaga kerja asing adalah persoalan yang selalu muncul dalam 

pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan 

industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Pemerintah Indonesia 

dalam rangka mendatangkan investasi asing.untuk membiayai 

pembangunan nasional. Masuknya investasi asing selalu terkait dengan 

masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Regulasi mengenai tenaga 

kerja asing diatur dalam  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut 

dibuatlah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, serta 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja.  
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2.3    Kerangka Berpikir 

Gambar 2.7 Bagan Kerangka Pikir 

Sumber : Dokumen Pribad

Optimalisasi Pembuatan Permit Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja 

Asing Di Kapal Telford 25 Oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang 

Surabaya 

 

Solusi: 

1. Membuat  

perjanjian dengan 

pihak imigrasi 

2. Pemberian Ijin 

bekerja  kepada 

Tenaga kerja asing 

semasa pengurusan 

permit 

3. Melengkapi 

pemberkasan 

Tenaga kerja asing 

sebelum tiba ke 

Indonesia. 

 

 

Dampak: 

1. Kerugian bagi 

perusahaan 

pelayaran 

2. Pengeluaran 

Anggaran lebih 

oleh pihak 

perusahaan untuk 

tenaga kerja asing 

selama pengurusan 

permit 

3. Menghambat 

Tenaga Kerja 

Asing untuk 

bekerja. 

  

   Hasil Yang Di Harapkan Tenaga kerja asing dapat langsung bekerja dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

 

Faktor Penyebab: 

1. Persyaratan 

untuk pengurusan 

permit cukup 

banyak 

2. Pengurusan 

permit melalui 

proses yang 

panjang 

3. Pengurusan 

permit memakan 

waktu yang lama 

 

 

 

Masalah 

1. Persyaratan Dalam Proses Pengurusan Dahsuskim Terlalu Banyak Sehingga 

memakan waktu yang cukup lama. 

2. Permit yang terlalu lama turun menyebabkan tenaga kerja asing  tidak dapat 

langsung bekerja 

3. Terjadinya keterlambatan pengurusan permit 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian,observasi, dan penulisan karya ilmiah 

yang telah dilakukan penulis terhadap Optimalisasi Pembuatan Permit 

Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 Oleh 

PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Faktor utama yang menyebabkan lamanya proses pengurusan 

Dahsuskim dikarenakan terdapat 2 proses pengurusan yaitu di kantor 

imigrasi pusat dan kantor imigrasi daerah / wilayah, yang  dilakukan 

perusahaan PT. Buana Lintas Lautan Tbk adalah pengurusan di kantor 

Imigrasi Pusat Jakarta yaitu Dirjen Keimigrasian, dan pengurusan di 

kantor imigrasi daerah yaitu di kantor imigrasi kelas II Tpi Singraja. 

5.1.2  Dari permasalahan yang ada maka akan menimbulkan dampak yang 

berakibat pada tenaga kerja asing. Dampak bagi tenaga kerja asing 

yaitu harus menunggu sampai pengurusan Dahsuskim selesai yang 

dapat menimbulkan kebosanan bagi TKA. Selain itu, dapat 

mengeluarkan biaya hidup lebih oleh TKA karena proses pengurusan 

Dahsuskim yang lama. 
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5.1.3 Upaya yang dilakukan oleh PT. Buana Lintas Lautan Tbk untuk 

mengatasi faktor yang menyebabkan lamanya proses pengurusan 

Dahsuskim bagi Tenaga Kerja Asing yaitu: 

a)  Harus di pastikan bahwa dokumen –dokumen TKA sudah lengkap 

dan 

dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dokumen yang harus 

dipersiapkan seperti salinan paspor, surat rekomendasi dari imigrasi 

bandara penerbangan asal ke bandara yang dituju, crew list, scan tiket, 

dan tambahan biaya untuk mengurus visa sebelum TKA datang. 

b)   Prosedur pengurusan perijinan tenaga kerja asing. Dokumen 

persyaratan diberikan kepada agen yang mengurus VKSK (Visa 

Kunjungan Saat Kedatangn). Kemudian TKA  di bawa ke crew 

change untuk berangkat ke lokasi kerja. Tenaga kerja asing dapat 

langsung bekerja sudah mempunyai izin Dahsuskim. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran 

yang dapat di sampaikan peneliti,yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 

masalah di perusahaan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Sebaiknya pengurusan Dahsuskim dapat di proses terlebih dahulu 

sebelum kedatangn tenaga kerja asing di Indonesia, sehingga tenaga 

kerja asing tidak menunggu terlalu lama yang dapat menyebabkan 

kebosanan dan mengeluarkan biaya tambahan oleh pekerja.  
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5.2.2 Kelengkapan dokumen harus diperhatikan agar saat proses 

pengurusan Dahsuskim tidak terdapat hambatan mengenai dokumen 

dan dapat mempercepat pengurusan Dahsuskim. Seperti pihak 

perusahaan sudah menginstruksikan agar salinan paspor bisa dikirim 

terlebih dahulu sebelum kedatangan.  

5.2.3 PT Buana lintas lautan masih menggunakan sistem pengolahan data 

tenaga kerja asing secara manual seperti mengumpulkan berkas foto 

copy data tenaga kerja asing. Sebaiknya pengolahan data 

menggunakan sistem database dan juga proses pengiriman data 

melalui e-mail sehingga tidak dibutuhkannya hardfile. Dengan 

database dapat dikelola dengan efektif dan efisien sehingga 

memudahkan dalam pengurusan Dahsuskim
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UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Ship particular Kapal Telford 25 
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Crew List Kapal Telford 25 

  



 

 

 

 Lampiran 2 

Crew List Kapal Telford 25 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Permohonan VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Lampiran 3 

Permohonan VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 

Contoh VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5 

Contoh SK. Dahsuskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 

Tabel Perbandingan Optimalisasi Pengurusan Dahsuskim  

Proses Pengurusan Dahsuskim 6-7 hari kerja Proses pengurusan Dahsuskim 

dengan waktu optimal 3-4 hari 

kerja 

1.Perusahaan mengajukan Permohonan kepada Dirjen 

Imigrasi pusat Jakarta. 

1.Perusahaan mengajukan 

permohonan kepada Dirjen 

Imigrasi Pusat yang disertai 

dengan dokumen yang lengkap 

serta melampirkan Security 

Clearance dan PPKA ( 

Pemberitahuan Pengoperasian 

Kapal Asing). 

2.Melampirkan Security Clearance bagi kapal atau alat  

apung yang berbendera asing untuk memasuki wilayah 

perairan Indonesia. 

2. Memberikan rekomendasi 

dari perusahaan untuk tenaga 

kerja asing yang akan bekerja 

3.Melampirkan PPKA (Pemberitahuan Pengoperasian 

Kapal Asing). 

3. Melakukan pembayaran jika 

semua proses pengurusan 

Dahsuskim selesai 

4.Rekomendasi dari perusahaan untuk tenaga kerja asing 

yang akan bekerja. 

- 

5.Membayar biaya yang telah ditetapkan. - 

5.Menunggu sampai proses selesai. - 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

Contoh halaman Paspor Tenaga Kerja Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8 

Hasil Wawancara Dengan  Lee Kwang Hee (Tenaga Kerja Asing)  

Kewarganegaraan Singapura 

Penulis :Berkas apa saja yang biasa diminta oleh pihak perusahaan saat   

pengurusan izin kerja? 

TKA :Terdapat beberapa berkas yang dibutuhkan seperti identitiy card 

kewarganegaraan kami para tenaga kerja asing. Namun berkas yang 

paling dibutuhkan ialah passport yang sudah harus di stempel arrival 

dan dan Sign On oleh imigrasi setempat. 

Penulis  :Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menunggu izin kerja 

keluar? 

TKA :Hanya menunggu di dorm yang telah disediakan oleh pihak 

perusahaan. Menunggu tersebut membuat kami merasa sangat bosan 

karena tidak ada aktivitas yang dapat kami lakukan. 

Penulis :Fasilitas apa saja yang diberi oleh pihak perusahaan ketika 

menunggu izin kerja keluar ? 

TKA :Fasilitas seperti tempat tinggal, diberi makan kami sehari-hari 

hanya seperti itu saja.  

Penulis :Bagaimana sistem kontrak yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

dan tenaga kerja asing? 



 

 

 

TKA : Sistem kontrak kerja dengan cara menandatangani kontrak yang 

telah dibuat oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk cabang Surabaya. 

Ketika izin kerja belum keluar namun kontrak telah ditandatangani 

maka kami tetap harus berada di Indonesia dan tidak diperbolehkan 

kembali ke negara kami sampai masa kontrak selesai. 

Penulis :Apakah upaya yang diberikan oleh perusahaan sudah cukup 

membantu? Jika tidak bisa dijelaskan mengapa ? 

TKA :Dari pihak perusahaan mungkin telah mengupayakan agar 

pengurusanizin kerja bagi tenaga kerja asing dapat dipercepat. 

Upaya dari perusahaan seperti memberi beberapa fasilitas juga 

sudah cukup membantu para tenaga kerja asing. Semoga pengurusan 

permit lebih diperhatikan lagi oleh pihak perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 9 

Hasil Wawancara Dengan  Bapak Rizky Bagus   

Jabatan Kepala Oprasional PT. Buana Lintas Lautan Tbk 

Penulis :Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk pengurusan SK  

Dahsuskim? 

Bapak Rizky :Sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pembuatan SK 

Dahsuskim  dibutuhkan waktu 6 sampai 7 hari kerja. 

Penulis : Bagaimana prosedur pengurusan SK Dahsuskim sesuai aturan yang 

berlaku ? 

Bapak Rizky : Pengurusan atau prosedur dalam pengurusan SK Dahsuskim yang 

berlaku ialah harus melengkapi beberapa persyaratan seperti RPT 

(Rencana Pola Trayek ), Surat Permohonan dari perusahaan sponsor, 

passport sudah harus di stempel arrival dan dan sign on oleh 

imigrasi setempat lalu dapat diajukan untuk pengurusan SK 

Dahsuskim ke Dirjen Imigrasi. 

Penulis : Lalu bagaimana tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia 

khusus nya pada bidang Offshore ? 

Bapak Rizky :Tenaga kerja asing harus memiliki ITAS perairan atau  

implementasi Dahsuskim 

Penulis        : Lalu bagaimana proses pengurusan Implementasi Dahsuskim ? 



 

 

 

Bapak Rizky : Proses pengurusan terbilang cukup panjang dan memakan waktu 

sekurang-kurangnya 5 sampai dengan 6 hari kerja. Perusahaan 

membuat surat permohonan untuk kantor imigrasi daerah dengan 

menyertakan copy stempel Dahsuskim, SK Dahsuskim dan Passport 

Asli. 

Penulis : Apakah selama ini proses pengurusannya sudah sesuai prosedur 

yang ada? 

Bapak Rizky : Sebenarnya sudah mengikuti prosedur yang ada namun terkadang 

terkendala dikarenakan passport yang masuk dan passport yang 

keluar yang masih harus diurus. Dapat dicontohkan dengan passport 

tenaga kerja asing yang datang tidak tentu dalam artian datang 8 

passport dan pulang 2 passport lalu datang lagi dan ada yang pulang 

lagi. Hal tersebut menyebabkan pengurusan SK Dahsuskimnya jadi 

rancu dan tidak bersamaan. Sehingga membuat pihak pengurus 

harus benar memastikan dalam pengurusan Dahsuskim. 

Penulis  : Apakah pernah mengalami kendala saar pengurusan dahsuskim ? 

Bapak Rizky : Kendala yang sering terjadi jika pengurusan Dahsuskim saat hari 

libur, apalagi kalau ada libur panjang.  

Penulis  : Jika prosesnya lama dampak apa yang terjadi ? 

Bapak Rizky : Dampak yang pasti terjadi ialah kerugian bagi pihak perusahaan 

dan bagi tenaga kerja asing. Para tenaga kerja asing akan merasa 

bosan jika pengurusan Dahsuskim terlalu lama. 
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